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HASIL PRA KULIAFIKASI PEMENANG TENDER PROYEK 

PENERANGAN JALAN UMUM LOBAR DIPERTANYAKAN 

 

 

Sumber; https://www.bing.com/images/search? 

 

Kantor Bupati Lobar didemo oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sasak (AMPES) untuk 

menggugat hasil pra kualifikasi yang memenangkan PT. Surya Energi Indotama (PT. SEI) sebagai 

pemenang tunggal. Dalam pengerjaan proyek KPBU-PJU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan 

Usaha untuk Penerangan Jalan Umum) di Lombok Barat. 

Lantaran menurut mereka, jika melihat hasil lelang itu, perusahaan tersebut tidak memiliki 

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL). Untuk distribusi energi tegangan rendah, serta 

tidak memiliki pabrik pendukung di Indonesia. “Setelah kita telusuri bersama, pemenangan PT. SEI 

ini cacat prosedural. Karena tidak memenuhi syarat yang tertuang dalam UU No. 39 tahun 2009 

tentang ketenagalistrikan,” beber Korlap Aksi, Heriawan, saat ditemui usai aksi di pintu masuk 

kantor Bupati Lobar, Rabu (16/06/2021). 

Di mana dalam regulasi itu, disebutnya bahwa sebagai salah satu syarat utama perusahaan 

yang melakukan pekerjaan di bidang ketenagalistrikan. Perusahaan bersangkutan harus memiliki 

surat IUJPTL. Namun hal itu, yang dikatakannya tidak dimiliki oleh PT. SEI tersebut. Ketika 

disinggung mengenai berapa perusahaan yang diketahui ikut serta mulai dari market sounding, 

hingga pra kualifikasi ini. Heriawan justru menyebut data itu yang sebenarnya ingin juga mereka 

ketahui. “Itu yang belum kita ketahui, bagaimana transparansi proses tender itu” ketusnya. 
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“Itu yang menjadi pertanyaan besar kita hari ini, kenapa hanya ada satu pemenang tunggal 

di sini (PT. SEI)” tanyanya. Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Lobar, H. Lalu Winengan saat 

ditemui usai menemui para pengunjuk rasa menyebut pihaknya akan meneruskan aspirasi dan 

tuntutan itu ke Pemda Lobar. Terutama Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP-BJ). “Ini 

akan saya teruskan ke ULP atau Bupati, jadi kalau memang izin itu sebagai persyaratan di 

pertenderan tapi ternyata tetap diloloskan. Saya selaku kepala bidang teknis (Perkim), ke depannya 

ndak akan berani tanggungjawab” ketusnya. Sehingga bila memang perusahaan yang bersangkutan 

benar tidak mekiliki izin dan tidak memenuhi persyaratan tersebut. Maka pihaknya meminta hasil 

pra kualifikasi tender yang memenangkam perusahaan itu harus ditinjau ulang. 

“Kita ini tidak mau ke depannya bermasalah. Apalagi pembayaran kontrak proyek itu 

berlangsung 10 tahun. Dan dimulai 2024, berarti berakhirnya itu 2034” papar Winengan. Pihaknya 

tidak ingin, proyek ini bermasalah ketika nanti sudah tidak lagi menjadi pejabat di lingkup Perkim 

Lobar. Karena konstruksinya akan berlangsung selama dua tahun dan mulai dikerjkan pada 2022 

mendatang. Maka pembayarannya akan mulai dicicil pada 2024 nanti. “Saya akan cross check, 

karena ini ranahnya ULP” tandasnya. Dimintai tanggapan mengenai hal itu, ketua DPRD Lobar, Hj. 

Nurhidayah menyebut bahwa DPRD telah berupaya memberi beberapa persyaratan yang juga 

menjadi faktor penialaian pemilihan tender untuk proyek tersebut. “Dalam paripurna kita telah 

memasukkan beberapa item kriteria perusahaan yang harus dijadikan refrensi oleh Pemda” jelasnya. 

Terlebih perusahaan yang menang tender dan akan terlibat dalam proyek itu akan 

berivenstasi cukup panjang, selama 10 tahun. Bahkan untuk pembayaran listrik ke pada PLN untuk 

12.005 titik lampu yang akan dinyalakan di Lobar itu dilakukan langsung oleh mereka. 

“Perusahaan itu juga harus terdaftar dalam penjamin infrastruktur Indonesia. Karena ke 

depannya kita tidak tahu bencana atau musibah yang bisa saja menimpa proyek itu. Hal ini lah yang 

kita antisipasi” ungkap Dayah. Termasuk, disebutnya, Pemda juga harus melihat bagaimana 

pengalaman perusahaan dalam berinvestasi selama ini. Sehingga menurutnya, tidak masalah 

kalaupun yang menang pra kualifikasi itu hanya satu perusahaan. Karena untuk bisa mencapai tahap 

itu, mereka sudah berporses sejak melalui market sounding. Yang sudah digelar Pemda sejak akhir 

tahun lalu. 

“Jadi untuk sampai tahap ini, sudah melalui proses panjang dan tetap dalam pengawasan 

Bapenas. Sudah ada beberap perusahaan besar juga yang ikut dalam market sounding itu” bebernya. 
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Namun, kembali lagi melihat situasi dan kondisi saat ini yang menyebabkan perusahaahan 

untuk melakukan investasi juga sulit. Sehingga tidak menutup kemungkinan, hal itu yang juga 

menyebabkan peminat tender proyek ini tidak besar. 

Sumber berita: 

1. https://insidelombok.id/berita-utama/hasil-pra-kuliafikasi-pemenang-tender-proyek-

penerangan-jalan-umum-lobar-dipertanyakan/, Diakses 18 Juni 2021 

2. https://www.suarantb.com/para-aktivis-datangi-kantor-bupati-pertanyakan-pemenang-tunggal-

proyek-kpbu-pju-lobar/, Diakses 18 Juni 2021 

 

Catatan:  

 Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai 

dengan serah terima hasil pekerjaan. Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui 

Penyedia meliputi kegiatan persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, persiapan 

pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak dan serah terima 

hasil pekerjaan.
1
 

 Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan 

persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, persiapan pemilihan Penyedia, 

pelaksanaan pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak dan serah terima hasil pekerjaan.
2
 

 Persiapan Pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi: 

 Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK). 

 Penetapan HPS. 

 Penetapan rancangan kontrak; dan/atau 

 Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, 

sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
3
 

Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah 

yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
4
 

                                                           
1
 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 
2
 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 
3
 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 
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 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilakukan oleh Pokja 

Pemilihan/Pejabat Pengadaan meliputi: 

 Penetapan metode pemilihan Penyedia; 

 Penetapan metode Kualifikasi; 

 Penetapan metode evaluasi penawaran;
5
 

 Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran; 

 Penetapan jadwal pemilihan; dan 

 Penyusunan Dokumen Pemilihan. 

 Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan 

sebagai Penyedia. Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi.
6
 

 Prakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan sebelum penyampaian 

penawaran. Evaluasi kualifikasi pada prakualifikasi menggunakan metode 

 sistem gugur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan pada proses 

Penunjukan Langsung; atau 

 sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa Konsultansi. 

 

 

Disclaimer: 

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, 

bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB 
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